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WALIKOTA PALEMBANG 

PROPINSI SUMATERASELATAN 

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG 
NOMOR S/i TAHUN 2014 

'rENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA 
PERUSAHAAN DAERAH PASAR PALEMBANG ,JAYA 

DENGAN RAHMAT 1UHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALEMBANG, 

a. bahwa dalam rangka rr.engoptimalkan dan meningkatkan kinerja 
perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada masvarakat 
sejalan dengan perkembangan dan dinamika yang ada ;aat ini'. 
maka perlu melakukan penataan kelembagaan pada Perusahaan 
Oaerah Pasar Palembang Jaya; 

b. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar 
Palembang Jaya yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota 
Palembang Nomor 8.b Tahun 2013, tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Perusahaan Oaerah Pasar Palembang Jaya, perlu 
disesuaikan dan disempumakan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huru! a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota 
Palembang tentang Orgnnisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah 
Pasar Palembang Jaya; 

I. Unda.ng-Undang Nomor 28 Tabun 1959, tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sum.atern Selatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tu.mbahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, tentang Perusa.haan 
Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2901); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tuhun 2004 tentang Peme;rincahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah cliubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Unda.ng Nomor 12 Tabun 2008 tentang 
?erubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
rentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 
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4 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Norr.or 5234); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998, ten tang 
Hukum Badan Usaha Milik Daerah; 

6. Peraturan Oaerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2005, tentang 
Pembentukan Pcrusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya 
(Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2005 Nomor 6); 

7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2007, tentang 
Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 
2007 Nomor 5). 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG ORGANJSASI DAN 
TATA KERJA PERUSAHAA:-1 DAERAH PASAR PALEMBANG JAYA 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

PasaJ I 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan: 
1. Dae rah adalah Kota Palembang. 
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang. 
3. Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya yang selanjutnya 

discbut PD Pasar Palembang ,Jaya adalah Perusahaan Daerah 
Pasar Palembang Jaya milik Pemerintah Kota Palembang. 

4. Perusahaan adalah PD. Pasar Palembang Jaya. 
5. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah 

Pasar Palembang Jaya yang terdiri dari Pejabat Daerah, 
Perorangao dan Masyarakat Pengusaha yang memenuhi 
persyaratan yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota 
Palembang. 

6. Direksi adalah Direksi PD Pasar Palembang Jaya yang terdiri dari 
Direktur Utama, Direktur Adm.inistrasi dan Kcuangan, dan 
Direktur Operasional. 

7 . Satuan Pengawas lnt.ern adalah Satuan Pengawas Intern PD 
Pasar Palembang J aya. 

8 . Bidang adalah Bidang pada Perusa.haan Daerah Pasar 
Palembang Jaya. 

9. Sub Bidang adalab Subbid pada Pcrusahaan Daerah Pasar 
Palembang Jaya. 

10. Manager adalah sebutan dari Kepala Bidang Perusahaan Daerah 
Pasa.r Palembang Jaya. 

11. Asisten Man,:,ger adalah sebutan dari Kepala Sub Bidang dan 
Kepala Pasar pada Perusahaan Dacrab Pasar Palembang Jaya. 

12. Seksi adalah jabatan dlbawah KepaJa Pasar. 
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13. Pasar adalah suatu lokasi tertentu beserta bangunan di atasnya 
yang dimiliki dan djtelapkan oleh Pemerintah Kota Palembang 
sebagai tempat dilakukannya transaksi jual beli barang dan jasa 
secara Iangsung antara masyarakat umum dengan para 
pedagang a tau pelaku usaha. 

14. Area pasar adalah Area yang dimilil<l dan/atau dikelola o!ch PD 
Pasar Palembang Jaya berupa pasar beserta fasilitas penunjang. 

l5. Unit Pelaksana Pasar adalah Unit Pelaksana pada cakupan tiap 
pasar yang memiliki cakupan pelayanan serta potensi area pasar. 

16. Perpasaran adalah seluruh aktifitas dan fasilitas yang berkrutan 
dengan transaksi jual beli barang dan jasa secara Jangsung 
antara masyarakat umum dengan para pedagang atau pelaku 
usaha. 

17. Tahun Buku adalah Tabun Buku Perusahaan Daerah Palembang 
Jaya. 

18. Rencana Kcrja Lima 1'ahunan adalah Rencana Kerja Lima 
Tahu.nan Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya. 

I 9. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat 
RKAP adalah Rencana Kerja yang memuat Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Tahunan PD Pasar Palembang Jaya. 

BAB II 
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Pasal 2 

(I) PD Pasar Palembang Jaya mcrupakan Badan Usaha Milik 
Daerah yang bergerak dibidang Usaha Pengelolaan Pasar. 

(2) PD Pasar Palembang Jaye clipimpio o leh seorang Direktur Utarna 
yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada 
Walikota. 

Pasal 3 

PD Pasar Palembang Jaya mempunyru tugas pokok melaksana kan 
pelayanan di bidang pengelolaan pasar, mcmbina pcdagang pasar, 
ikut ser ta dalam memanlau harga dan kelancaran distribusi barang 
dan jasa di pasar. 

Pasal4 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana climaksud dalam 
Pasal 3, PD Pasar PalembangJaya mempunyai fungsi : 
a. perencanaan dalam rangka pengernbangan dan pembangunan 

pasar dan area sekitarn:,ra; 
b . pelaks.anaan aoa.lisis terhadap potcnsi perpasaran; 
c. pcngclolaan, pengembangan dan pembangunan pasar dan area 

sekitarnya; 
d. pengawasan dan pcngendalian pemanfaatan area pasar; 
e . penyediaan dan pemenuhao fasilitas dan utilitas pasar lainnya; 
f. pembinaan terhadap pedagang, pelaku usaha da.n masyarakat 

penggu.na pa~ar; 



g. penyelenggaraan kerjasama dengao produsen scmbilan bahan 
pokok (sembako) baik lokal, regional maupun nasional serta 
lembaga pemerintah daiam rangka menciptakan stabilitas harga, 
ketersediaan dan kelancaran distribusi barang; 

b . penyelenggaraan keamanan, ketcrtiban, kebersiban dan 
keindahan pasar dan area sekitarnya;dan 

i. penyelenggaraan upaya peningkatan pendapatan perusahaan 
dalam rangka mendukung pembangunan daerah. 

BABUJ 
SUSUNAN OROANISASJ 

Pasal 5 

{!) Susunan Organisasi PD Pasar PalembangJaya, terdiri dari: 
a. Badan Pengawas; 
b. Direksi, terdiri dari; 

I . Direktur Utarna; 
2. Direktur Aclministrasi dan Keuangan;dan 
3. Direktur Operasional; 

c. Satuan Pengawas Intern; 

d . Bidang Sekretaris Perusahaan, tercliri dari: 
I. Sub Bidang Tata Usaha dan Rumah Tangga; 
2. Sub Bidang Sumbcr Daya Manusia;dan 
3. Sub Bidang Humas, Data clan lnformasi; 

e. Bidang Hukum dan ·J mum, terdiri dari; 
I. Sub Bidang Hukum;dan 
2 . Sub Bidang Umum dan Perlengkapan; 

r. Bidang Keuangan, terdiri dari: 
I. Sub Bidang Akuntansi, Anggaran dan Aset; 
2 . Sub Bidang Kas dan Perpajakan;dan 
3. Sub Bidang Perbendaharaan; 

g. Bidang Usaha dan Pembinaan Pedagang, terdiri dari: 
I. Sub Bidang Pemasaran dan Pcmbinaan Pedagang; 
2. Sub Bidang Perizinan Usaha;dan 
3. Sub Bidang Kebersihan dan Ketcrtiban; 

h. Bidang Litbang dan Pembangunan, terdiri dari; 
I . Sub Bidang Pembangunan;dan 
2. Sub Bidang Pcnelitian dan Pengcmbangan; 

i. Bidang Perpasaran Swasta dan Perparkiran, terdiri darl; 
I. Sub Bidang Pasar Swasta;dan 
2. Sub Bidang Perparkiran; 

j . Unit Pelaksana Pasar, terdiri dari; 
1. Seksi Administrasi;dan 
2. Seksi Operasional; 
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(2) Bagan Struktur 01ganlsa!Ji. PD Pasar Palembang Jaya 
ocbnguimo..no te.rca.ntum dalam LQ.mpiran .P<.·ralt.tret.n W;lliknt~ ini 

dan mcrupakan bagian yang tidak terpisahkan. 
(3) Bidaog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 

Kepala Bidang dengan sebutan Manager. 
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(4) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dipimpin oleh 
Kepala Sub Bidang dengan sebutan Asistcn Manager. 

(5) Unit Pelaksana Pasar sebegaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
j dipimpin oleh Kepala Pasar yang disejajarkan dengan Asisten 
Manager. 

(6) Togas masing-masing Bidang, Sub Bidang dan Seksi pada unit 
pelaksana Pasar diatur 16ih lanjut dengan Peraturan Direksi. 

BABIV 
URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB 

Bagian Pertama 
Badan Pengawas 

Pasal 6 

Badan Pengawas mempunyai rugas: 
a. melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dan tugas 

Dircksi; 
b . memberikan saran dan pendapat kepada Walikota terhadap 

usulan pengangkatan dan pemberhentian Direksi; 
c. memberikan saran dan pendapat kepada Walikota ted1adap 

program kerja dan anggaran tahunan yang diajukan; 
d. memberikan saran dan pendapat kepada Walikota terhadap 

rencana pinjaman dan ikatan hukum kepada pihak lain; 
e . rnemberikan saran dan pendapat kcpada Walikota terhadap 

laporan keuangan, termasuk neraca dan perhitungan laba/ rugi. 

Pasal 7 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud da.Jarn 
Pasal 6, Badan Pengawas mempunyai wewenang: 
a. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Pcrusahaan 

Daerah; 
b. memberikan peringatan atau t.eguran kepada Dircksi yang tidak 

melaksanakan tugas sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran 
Tahunan yang telah disahkan atau disetujui perubahannya; 

c. melaksanakan pemeriksaan terhadap Direksi yang diduga telah 
merugika.n Perusahaan; 

d. menerima atau menola'< pertanggungjawaban Keuangan dan 
Rencana Kerja Direksi tahun berjalan; 

c. memberikan Persetujuan terhadap usulan besarnya gaji dan 
tunjangan Direksi;dan 

f. memberikan persetujuan terhadap usulan cuti yang diajukan 
Direksi. 

Pasa.18 

(1) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (1) hurura, tercliri dari: 
a. ketu.a mernngkap anggota; 
b. sekretaris merangkap anggota;dan 
c. anggota. 
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(2) Ketencuan lebih lanjut mengenai uraian tugas masing-masing 
anggota Sadan Pengawas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), diatur dengan Kepucusan Ketua Sadan Pengawas. 

Bagian Kedua 
Direksi 

Pasal 9 

Direksi mcmpunyai tugas: 
a. memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan dan usaha 

Perusahaan; 
b. menyampaikan Rencana Kerja S (lima) tahunan dan Rencaoa 

Kcrja Anggaran Tahunan kepada Badan Pengawas uotuk 
mendapat pen11.esahan; 

c. melakukan pembinaan terhadap para pegawai; 
d. mcngurus dan mengelola kekayaan Perusahaan; 
e. mewakiLi Perusahaan di dalam dan di luar peogadilan; 
f. menyampaikan laporan berkala mcngenai seluruh kegiatan, 

termasuk neraca dan perbitungan Jaba/rugi kepada Walikota 
melalui Sadan Pengawas. 

Pasal JO 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9, Direksi mempunyai wewenang: 
a . meningkatkan dan mengembangkan kemam!)Uan pegawai 

perusahaan; 
b. menandatangani laporan keuangan; 
c. menandatangani lkatan hukum dengan pihak lain; 
d. dengan pcrsctujuan Sadan Pengawas, mengadakan: 

perubahan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan. 
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• perjanjian-perjanjian kerjasama dengan pihak lain dan atau 
pinjaman kepada pihak Jain dQJam hal perjanjian kcrjasama 
dan atau pinjaman terse but dapat menyebs,, bkan 
berkurangnya asset atau menimbulkan beban terhadap 
anggaran perusahaan. 
pemindahtanganan pembebanan dengan hipotik atau 
penggadaian barang-barang publik Perusahaan, baik barang 
bergerak maupun tidak bergerak. 

• penyertaan modal pasar pada perusahaan lain. 

Pasal 11 

(l) Direksi terdiri dari: 
1. Direktur Utama; 
2. Oirektur Administrasi dan Keuangan;dan 
3. Direktur Operasional. 

(2) Da.lam melal<sanal<an tugasnya Olreksi bertanl!l!uug jawab 
kepada Walil<ota melalui Sadan Pengawas. 



Paragraf 1 
Direktur Utama 

Pasal 12 

(1) Direktur Utama, mempunyai tugas, wewenang dan tanggung 
jawab: 
a . merencanakan dan r.ienetapkan program kerja Perusahaan 

serta pengelolaan kekayaan Perusahaan; 
b. menjabarkan kebijakan pokok yang telab digariskan oleb 

Walikota ke dalam kebijaksanaan umum Perusahaan; 
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c. membina, mengkoordinir, memimpin perencanaan kerja 
masiog-masing unit organisasi yang dibawahi; 

d. bertindak sebagai oto:isator dalam anggaran Perusahaan; 
e. menandatangani Peraturan dan/atau Keputusan Direksi dan 

naskah clinas Iain yang dianggap pcrlu bagi pcrusahaan; 
f. mcngevaluasi laporan untuk bahan pengambilan keputusan.; 
g. mengusulkan tarif jasa pengelolaan pasar kepada Walikota 

melalui Badan Pengawas; 
h. menyusun dan mengajukan rencaoa anggaran tahunan 

Perusahaan; 
i. menyusun pcrubahan atau tambahan anggarao yang terjadi 

dalam tahun berjalan; 
j . menyusun laponm keuangan dan kegiaLan Perusahaan 

secara periodik; 
k. menyampaikan perhitungan tahunan sctiap tahun buku, 

berupa neraca, laporan arus kas dan daftar rugi atau laba 
kepada Walikota melalui Badan Pengawas sdarnbat­
lambalnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku ber..tkbir; 

I. mengangkat dan memberhentikan pegawai; 
m. mengangkat, memberhentikan dan mengalih tugaskan 

pegawai dalam rangka pcngjsian jabatan dibawah Dircksi; 
n. menjalin hubungan kerjasama dengan instansi Pemerintah 

maupun Swasta sesuai dengan Pcraturan Perundang­
undangan yang berlaku; 

o. menandatangani kontrak, cheque dan dokuroen Pcrusabaan; 
p. bertindak atas nama Direksi dalam mclaksanakan tugas­

tugas scbagaimana \ersebut di ates; 
q . menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Walikota 

mengenai pengelolaan Perusahaan sebagai dasar untuk 
menecapkan kebijaksanaan selanjutnya;dan 

r. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota. 

(2) Oircktur Utama, membawahi: 
a. bidang Sekrctaris Perusabaan. 
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Paragraf2 
Direktur Administrasi dan Keuangan 

Pasal 13 

(1) Direktur Administrasi dan Keuangan, mempunyai tugas, 
wewenang, dan tanggung jawab: 
a. memimpin dan mengkoordinasikan pengclolaan sumber­

sumber pendapatan dan belanja Perusahaan; 
b. mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi umum dan 

Keuangan Perusahaan; 
c . mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan rumah tangga 

Perusahaan; 
d . menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan $umber 

Do.yn Ma.nu(;iu (SOM) Pcru3Sha.a.n~ 
e. menyusun data stat'stik perkembangan pendapatan dan 

keuangan Perusahaan; 
f. mengawasi dan mengendalikan pengelolaan keuangan yang 

berhubungan dengan Bank, Giro, Pos; 
g. menyusun inventarisasi barang milik Perusahaan; 
h. mengkoordinasikan kcgiatan yang menyangkut hukum, 

humas, data dan informasi Pcrusahaan; 
i. menginventarisasi as~t milik Perusahaan dan mengevaluasi 

kekayaan Perusahaan; 
j. mengkoordinir dan mengawasi pengelolaan keuangan 

Perusahaan; 
k. menyusun laporan keuangan Perusahaan setiap tahun; 
I. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Oirektur Utama;dan 
m. melaksanakan tugas-tugas Iain yang diberikan oleh Direktur 

Utama. 

(2) Oalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Direktur Administrasi dan Keuangan bertanggung jawab 
kepada Oirektur Utama. 

(3) Direktur Administrasi dan Keuangan, mcmbawahj: 
a. bidang Hukum dan Umum;dan 
b. bidang Keuangan. 

Paragraf 3 
Direktur Operasional 

Pasal 14 

(1) Direktur Operasional, mempunyai tugas, wewenang dan tanggung 
jawab: 
a. memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang 

pembangunan fisik dan fasilitas perdagangan; 
b. mengkoordinasikan kegiatan pemasaran dan tempat usaha; 
c . menl(koordinasikan dan mengawasi pengelolaan dan 

pema.nfootan pa.ear; 
d. melaksanakan, mengendalikao dan mengawasi kelancaran 

sistem mekanisme kegiatan operasional Perusahaan; 



e. menyelenggarakan kegiatan pembinaan pedagaog; 
f. memberikao fasititas dao perizinan usaha dalam rangka 

pengembaogao potensi perpasarao; 
g. menyelenggarakao analisis terhadap kelaikao baogunan 

gedung pasar dan fasilitas penunjang; 
h. melaksanakan peningkatan, pemeliharaan, perawatan sarana 

dan prasarana pasar serta fasilitas penunjang lainnya; 
i. mengkoordinasikan don mengendalikan kegiatan di bidang 

kebersihan, ketertiban pasar serta urusan perparkiran pasat; 
j. mengkoordinasikan kegiatan kontribusi pasar yang dikelola 

oleh pihak swasta; 
k. mengkoordinasikan kegiatan terhadap penelitian dan 

peogembangan pcrusahaan jangka panjang; 
I. melaoorkan pe\aksanaan tuRas kcpada Dircktur Utama;dan 

m . melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur 
Utama. 

[2) Dalam melaksanakan Tugas sebagaimaoa climaksud pada 
ayat (1), Direktur Opcrasional bertanggungjawab kepada Direktur 
Utama. 

13) Direktur Operasional, membawahi; 
a. bidang Usaha dan Pembinaan Pedagang. 
b. bidang Litbang dan Pembangunan. 
c. bidang Perpasaran Swasta dan Perparkiran. 

Bagian Ketiga 
Satuan Pengawas lntem 

Pasal 15 
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(1) Satuan Pengawas Intern, mempunyai tugas, wcwenang dan 
tanggungjawab: 
a. menyusun dan 'melaksanakan Pcdoman Pengawasan Intern 

Perus.ahaan; 
b. menyusun Rcncana Kerja 'l'ahunan Pengawasan Intern; 
e. melaksanakan pemeriksaan pemanfaatan Sumbcr Daya 

Perusahaan; 
d. mengkoordinasikan dan Memfasilitasi Pengawasan Intern; 
e. melakukan pengawasan dan pengendalian secara administrasi 

semua harta kekayaan baik material maupun keuangan 
Pcrusahaan; 

r. mengetahui buku keuangan dan anggaran Perusahaan; 
g. mcm berikan rckomendasi sesuai basil pemeriksaan ~epada 

Direktur Utama; 
h. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas 

pengawasan kepada Direktur Utama. 

(2) Satuan Pcngawas lntem, terdiri dari: 
a. J (satu) orang Ketua merangkap anggota; 
b. l (satu) orang Sekretaris mcrangkap anggota;dan 
c. 3 (tiga) orang Anggota. 
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(3) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dalam me laksanakan tugas bersifat lndependcn. 

(4) Ketua dalam memiopin pelaksanaan tugas Satuan 
Pengawasan Intern scbagaimana dimaksud pada ayat (2) 
bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama. 

(5) Pembagian tugas anggota Satuan Pengawas Intern sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) d:tetapkan olch Direktur Utama atas usu! 
Ketua Satuan Pengawaa Intern. 

(6) DaJam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intenl dibantu 
oleh Supervisi Pasar yang ditctapkan oleh Direktur Utama. 

(7) Kctentuan lebih lanjut mengenai u.raian tugas Supervisi Pasar 
scbagaimana dlmaksud pada ayat (6) <litetapkan oleb Direktur 
IJtama atas usul Ketua Satuan Pengawas Intern. 

Bagian Keempal 
UniL PelaJcsana Pa~ar 

Pasal 16 

(1) Unit Pelaksana Pasar dibentuk dalam rangka membantu Oireksi 
dalam melaksanakan kegiaum perpasaran. 

(2) Unit Pelaksana Pasar dipimpin o leh seorang Kepala Pasar yang 
discjajarkan dengan Asisten Manager yang dalam melaksanakan 
tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Direktur Utama. 

Pasai 17 

Unit Pelaksana Pasar sebogaimana dimaksu d dalam Pasal 16, 
mempunyai tugas, wewenang dan Langgungjawab: 
a. menyusun rencana program kerja di Unit Pelaksana Pasar; 
b. menyeicnggarakan urusan ketatausahaan di Unit Pelaksana 

Pasari 
c. menyclenggarakan kegiatan operasional perpasaran; 
d. ,nelakukan penagihan dan pcnyetoran pungutan; 
e. memclihara bangunan pasar, kcbersihan, keamanan dan 

ketertiban Pasar;dan 
f. memelihara sarana dan prasarana Pasar. 

Pasal 18 

Unit Pelaksana Pasar, terdiri dari: 
a. kepala pasar; 
b. scksi Administrasijdan 
c . seksi Operasional. 



BABV 
KE'l'ENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 19 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, 
sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut 

oleb Direksi. 

BABVl 
KE'l'ENTUAN PENUTUP 

Pasal 20 

Denson berlakunya Peca.tu.tan Walikota ini, maka Peranu-an 
Walikota Palembang Nomor 8.b Tahun 2013, tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Oaerah Pasar Palembang 
Jaya, dicabul dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 21 

Peraturan Walikota ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikot.~ ini, dcngan penempatannya dalam Berita 
Oaerah Kota Palembang. 

Oiundangkan di Palembang 
pads tanggal 11, • i, · 20 I 4 

K PALEMBANG, 

Ditetapkan di Pale bang 
pad a tanggal lb ?J(li 2014 

OM! HERTON 

SEiARIS DAERAH 

UCO HIOAYAT 
BERITA DAERAH KOTA PALEMD-'1'1O TAHUN 2014 NOMOI< >'i 
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